BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka lerib dan lancarmya penerapan
sistern e-Procuremant untuk pengadaaan barang / jJasa di
Kabupaten Balangan, perlu menetapkan implemantas:
sistem E-Procurement.

bahwa berdasarkan pertmbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, peru menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Implementasi Sistem
E-Procursment di Lingkungan Kabupaten Balangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1883
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 28 Tahun
1800 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersin Dan
Babas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
381):

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265 J;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 1 Tahun 2004
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun
2004 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4388),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4400

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia MNomer 12 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik indenesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momar 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pamarintah Nomor § Tahun 2006 tentang Pengelclaan
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Barang Milik MNegara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomar 4855},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dasrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Momor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomeor B0 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 17 Tahun 2008
tentang Lembar Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah,

Paraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan No 43,



24 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerfa
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nemor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Mo
44).

22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Momor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 45),

23 Peraturan Bupati Balangan Nemor Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM

E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN  KABUPATEN
BALANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan inl yang dimaksud dengan

1.

e-Procurement adalah proses pengadaan barangfjasa pemerntah yang
pelaksanaannya dilakukan secara elekironik yang berbasis webdnlermel
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang
meliputi pelelangan umum secara elekironik yang diselenggarakan oleh
Layanan Pengadaan Secara Elektronk | LPSE ) melalui website:
Ipse. balangankab. go.id.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Balangan selanjulnya
disingkat LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/asa
dalam pelaksanaan sistem dan domain e-Frocurament.

LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah
tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem
e-Procurement.
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4 LPSE lgin adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupatan Balangan

5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemenniah selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyal tugas uniuk
melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah;

& Pengguna Anggaran, selanjuinya dissbut PA adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

7. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebul PPK, adalah pejabat yang
dianggkal oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
pemilik pakerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

8 Kuasa Pengguna Anggaran, selanjuinya disebut KPA adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran unituk menggunakan anggaran
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah,

§. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang
terdiri dari pegawai-pegawal yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang
bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangfjasa
di lingkungan Kabupaten Balangan;

10 Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat olenh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa,
11.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan

pemilihan/penunjukan penyedia barang/asa.

12 Penyedia barangfjasa adalah badan usaha atau orang parsectangan yang
memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam
sistem e-Procurement pada pusat-pusat layanan.

13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem @-Frocurement.

14. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas din dari Pengguna
yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem a-Procurement.

15 Password adalah kumpulan karakter atau sfring yang digunakan oleh
Pengguna untuk memverifikasi User 1D kepada sistem g-Procuremaent.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk
penerapan sistem e-Procurement di wilayah Kabupaten Balangan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraluran Bupab ini adalah untuk meningkatkan
afisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/fjasa pemerintah.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah e-Procurement di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan

(N

(2)

(3)

(1)

(@)

BAB Il
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4

Semua pihak yang terkalt dengan pelaksanaan e-Procuremeni wajib
mentaatl etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barangfjasa pemerintah.

Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib .

a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang
terdifi dari Uiser [0 dan password.

b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan
informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

Semua pihak dilarang :

a Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement,

b mancuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam
sistem g-Procurament.

BAB Il
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT

Pasal 5

Para pelaku yang teribat dalam e-Procurement, terdiri dan :

a Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Keglatan { PPK ).

b. ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan;

¢ Penyedia Barang/Jasa, dan

d. LPSE.

Para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &, b, dan huruf c
adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pengadaan barang/jasa pemarintah.



Pasal &
Tugas dan Fungsi LPSE

(1) LPSE bertugas mengelcla sistem e-Procurement di lingkungan Kabupaten
Balangan dan mempunyai fungsi .

a. peny

b.

c

=

usunan program kegiatan pengalolaan e-Procurement di lingkungan
Kabupaten Balangan,

pelaksanaan pelatihan/iraining kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP
dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procuremant,
pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan
Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya:

sebagal media penyedia informasi dan konsultasi | helpdesk ) yang
melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa
yang berkaitan dengan sistem e-Procurement.

sebagal penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses
pengadaan barangfjasa yang telah dilakukan oleh Pengguna unituk
kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi,

pelaksanaan ketatausahaan LPSE,

pelaksanaan evaluasi dan pelaperan pelaksanaan tugas,

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

{(2) Ketentuan pada ayal (1) hueruf e diperuntukan bagl kegialan
pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyal
kewenangan untuk itu dan instansi lain sesual peraturan perundang-

undangan yang beriaku.
Pasal 7
Organ LPSE
(1) Organ LPSE terdiri dari :
. Penpgarah;
LPSE;
Sekretariaf;
Bidang Administrasi Sistem Informasi
Bidang Registrasi dan Verifikasi,
Bidang Layanan Pengguna; dan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
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{2) Organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut |

b.
c.

d.

Memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas,

Mamahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan

Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE

yang bersangkutan,
Memahami prosedur sistem e-Procurement



{3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat {1}, akan diatur
lgbih lanjut dengan Peraturan Bupall

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem E-PROCUREMENT

Pasal 8

(1) Sistem e-Procurement dikelola oleh LPSE.

meni mengikuti ketentuan alur kerna

(2 Tata cara pelaksanaan sistem e-Procure
Kepala LKPP dan Peraturan Bupati

sistem e-FProcurement sesual Keputusan
Balangan Nomor 10 Tahun 2003.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9.

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE
a. Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat,

b, Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di
pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi

atas, akan dihubungkan ke
oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibehankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 11

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut
a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan

melalui fasiitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak
yang terkait,




b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan darl masyarakal dan atau
penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pangarah LPSE terkait

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan
penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemenntah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten
Balangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dengan ditanda tanganinya peraturan ini maka pada tahun 2011, seluruh
atau sebagian proses pengadaan barang / jasa di semua unit kerja /| SKPD
Kabupaten Balangan harus menerapkan a-Procuremant

(2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-Procurameant, masing - masing
pimpinan unit kerja / SKPD Kabupaten Balangan danfatau Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan
pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procuremeni  dengan
menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan
paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Balangan tersebut menggunakan &-
Procurement.

(3) Untuk pelaksansan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja { SKPD harus melakukan
koordinasi dengan LPSE

(4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-
Procurement. LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-
perubahan yang diperiukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem &-
Procuremeant.

{(5) Untuk mempercepat implementasi sistem e-Procuremernt LPSE dapal
menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastrukiur
memadal dengan Ikut serta daiam pemanfaatan infrastruktur LPSE |ain
tarsebul.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada ta::pgal 12 Juli 2010

BUPA Bm:,AHGAHL/ i
"
'H. EEFET EFFE HDIE/

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
; KABUPA GAN,

"
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